FORM 5

DAFTAR KESELARASAN

SASARAN INDIKATOR MAKRO PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA

KOTA SAWAHLUNTO

TARGET TARGET
RKPD KABUPATEN/KO TARGET RKPD
NO INDIKATOR PROVINSI |TA SESUAI RKPD| KABUPATEN/KOTA | KETERANGAN
TAHUN PROVINSI TAHUN 2026
2026 TAHUN 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,5 4,98
2. PDRB Per Kapita (juta) 69,59 77,11
3. Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota
4., Tingkat Kemiskinan (%) 4,28-4,76 2,17
S. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,34 4,75
6. Rasio Gini 0,281 0,280
7. Indeks Modal Manusia *)
8. Persentase Penurunan Int
9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 78,16 67,87

*) untuk indikator Indeks Modal Manusia (IMM), penetapan indikator proxynya dapat disesuaikan dengan
kebijakan Provinsi

KEPALA BARENLITBANGDA
KOTASAWAHLUNTO

Ir. LELIS EPREENTI, M.Si
NIP. 19670404 199403 2 008




== PEMERINTAH
/ KOTA SAWAHLUNTO

Peraturan Wali Kota Sawahlunto
Nomor 20 Tahun 2025
Tentang :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DRERAH
4 KOTA SAWAHLUNTO

- TJatun20%

-~

I
|
I
1
|
\

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWRHLUNTO
TRAHUN 2025









11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2
RKPD Tahun 2026 dijadikan sebagai:
a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir
Renja Perangkat Daerah; dan

b. pedoman penyusunan rancangan KUA serta rancangan
PPAS.

Pasal 3
Rancangan KUA serta rancangan PPAS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan Wali Kota
kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan
rancangan APBD.

Pasal 4
(1) RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika yang
terdiri atas :
a. bab I memuat pendahuluan;
b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan

Daerah;

d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan
Daerah;

e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan
Daerah;

f£ bab VI memuat kinerja penyelenggaraan
pemerintahan Daerah; dan
g. bab VII memuat penutup.
(2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5
(1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap RKPD Tahun 2026.
(2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2026
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan
kebijakan RKPD Tahun 2026;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
RKPD Tahun 2026; dan
c. evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2026.
(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 6
(1) RKPD Tahun 2026 dapat diubah apabila berdasarkan
hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Wali
Kota.























